Paramet
Pengujian sampel air kandungan cadmium 8/sampet er uji 60.000 480.000
) . 8/s: | Per
Pengujian sampel air kandungan nitrit sampe: sampel 31.200 249.600
. . &/ I Per
Pengujian sampel air kandungan phosfat sampe sampel 48.200 385.600
8/ ; Per
Pengujian sampel air kandungan nitrat sampel | sampel 31.200 249.600
Paramet
Uji BOD g/sampel | oo 97.020 776.160
\
’— 3
BBM Pertalite 12707r Liter 8.300 | 10.541.000
Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri (DKI | 10 Org/kali kali 256.000 2.560.000
Jakarta) |
Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri (Jambi) | 10 Org/kali kali 147.000 1.470.000
N |
Tiket perjalanan dinas dalam negeri (PP) kelas : 6 ali Org/PP 2.460.000 | 14.760.000
ekonomi |
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan |
Kab. Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung ‘ Bofhoar:”g o:f‘,:?! 370..000 | 29.600.000
Timur. )
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan | 9 Orana /
Kab. Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, dan | . 9 370.000 26.640.000
i Orang/hari Hari
Tanjung Jabung Barat. :
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan ‘ orng /
Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh 24 org/hari byt 370.000 8.880.000
Uang Harian Perjaianan Dinas Luar Kota Tujuan 10 0rg ! B |
DKi Jakarta ha.’? Org / hari 530.000 5.300.000
)
Uang Penginapan Pejabat Eselon IliiGolongan iV 30Kca:;|rg ; O’Ha;’r? L 605.000 | 18.150.000
tujuan dalam Provinsi Jambi
: : 14 Org/ ’
Uang Penginapan Pejabat Eselon Ill/Golongan IV P Org/ hari 992.000 13.888.000
tujuan DKI Jakarta |
Uang Penginapan Pejabat Eselon I\V/Golongan Il | 10 Orang / Orang / 510.000 5.100 000
tujuan dalam Provinsi Jambi Kamar Hari
TOTAL BIAYA i - | - = 189.000.000

G. Output Kegiatan

: |

2.

Jumlah rapat tindaklanjut hasil pengawasan dan pernyeiesaian kasus Lingkungan Hidup
sebanyak 10 Kali

Jumlah verifikasi tindaklanjut hasil pengawasan Lingkungan Hidup dan hasil verifikasi
pengaduan sebanyak 12 FPerusahaan.

Persentase pengawasan pemenuhan sanksi administratif terhadap kegiatan dan/atau
usaha 100 %;

Penanganan kasus tindak pidana lingkungan dan gugatan perdata pencemaran dan
kerusakan sebanyak 0 Kasus;

Tidak tersedianya PPNS Lingkungan Hidup dan terbatasnya anggaran dana, maka output
kegiatan ini diarahkan kepada koordinasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan dan
gugatan perdata pencemaran dan kerusakan bersama PPNS Lingkungan Hidup pada
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ditjen Gakkum KLHK maupun penyidik Kepolisian
Republik Indonesia;

Jumlah verifikasi sengketa lingkungan hidup dan rapat tindak lanjut hasil pengaduan
lingkungan hidup sebanyak 2 Kasus;

H. Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan sebagaimana terlampir



